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ABSTRAK

Daud Kamarea. “Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Pada
Pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro Di Kabupaten Kepulauan Yapen”, dibimbing oleh Dr.
Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., sebagai
pembimbing II.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan
tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukan bahwa, UUPA memperhatikan pula kepentingan-
kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah
saling mengimbangi , hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran , keadilan dan
kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. (Penjelasan 11 UU Nomor 5 Tahun 1960). Dalam Pasal 33
Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi,
air dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini dengan jelas mengandung amanat
konstitutional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus
dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar—besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia . Hal ini
berarti bahwa setiap hak atas tanah, dituntut kepastian mengenai subyek, obyek serta
pelaksanaan kewenangan haknya. Oleh karenanya khusus untuk pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Pasal 18 menyebutkan
untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama
dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut dapat dikatakan memberikan
jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pasal 1 butir 2 Undang—-Undang Nomor 2
Tahun 2012 menyatakan Pengadaaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Pengadaan tanah dalam
pembangunan Pasar Aroro Iroro Distrik Yapen Selatan yang menjadi masalah utama adalah
objek sengketa tuntutan masyarakat hukum adat marga Worumi atas perluasan atau penambahan
lahan pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro Distrik Yapen Selatan kampung Tarau. Namun
dalam tuntutan ini masyarakat hukum adat marga Worumi tidak dilibatkan dalam pengadaan
tanah adat tersebut. Masalah pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum merupakan masalah pokok dalam pengadaan tanah. Hal itu karena dalam
rangka pengadaan tanah yang secara umum Izim menggunakan prosedur pelepasan hak. Melalui
prosedur ini maka ada serangkaian tahapan yang harus ditempuh secara benar dan sesuai
prosedur. Tentu saja pemberian ganti kerugian merupakan satu-satunya syarat terjadinya
pelepasan hak atas tanah. yang menjadi objek sengketa ganti rugi tanah ialah tuntutan
masyarakat hukum adat marga Worumi atas perluasan atau penambahan lahan pembangunan
Pasar Inpres Aroro Iroro Distrik Yapen Selatan kampung Tarau.

Kata Kunci: Sengketa Ganti Rugi, Pengadaan Tanah Adat.



ABSTRACT

Daud Kamarea, “Dispute on Compensation for Acquisition of Customary Land for Public
Interest in the Construction of the Aroro Iroro Inpres Market in Yapen Islands Regency .
Supervised by Prof. Dr. Frans Reumi, S,H., M.A., M.H., as supervisor | and Dr. Kadir Katjong,
S.H., M.A., as supervisor II.

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature
which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from
primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and
comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction,
data presentation and verification (conclusion).

The research results show UUPA also pays attention to individual interests. The interests
of society and individual interests must balance each other, until finally the main goal can be
achieved: prosperity, justice and happiness for the people as a whole. (Explanation Il of Law
Number 5 of 1960). Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia states clearly that the earth, water and natural resources contained therein are
controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people. This clearly
contains a very basic constitutional mandate, namely that the utilization and utilization of land
must be able to bring the greatest prosperity to all the Indonesian people. This means that every
right to land requires certainty regarding the subject, object and implementation of the authority
of the right. Therefore, specifically for the implementation of development for the public interest
according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, State
Gazette Number 104 of 1960, Article 18 states that for the public interest, including the interests
of the Nation and State as well as the common interests of the people, Land rights can be
revoked, by providing adequate compensation and in accordance with the methods regulated by
law. This article can be said to provide guarantees for the people regarding their rights to land.
Article 1 point 2 of Law Number 2 of 2012 states that Land Acquisition is the activity of
providing land by providing adequate and fair compensation to those entitled to it. Land
acquisition in the construction of the Aroro Iroro Market, South Yapen District, which is the
main problem, is the object of a dispute over the demands of the traditional law community of the
Worumi clan regarding the expansion or addition of land for the construction of the Aroro Iroro
Presidential Market, South Yapen District, Tarau village. However, in this demand, the Worumi
clan customary community is not involved in procuring the customary land. The issue of
providing compensation in the context of land acquisition for public purposes is a central
problem in land acquisition. This is because in the context of land acquisition, it is generally
customary to use a release of rights procedure. Through this procedure, there are a series of
stages that must be taken correctly and according to procedures. Of course, providing
compensation is the only condition for relinquishing land rights. The object of the land
compensation dispute is the demand of the traditional law community of the Worumi clan for the
expansion or addition of land for the construction of the Aroro Iroro Inpres Market, South Yapen
District, Tarau village.

Keywords: Compensation Dispute, Acquisition of Customary Land.
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